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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
 

1. Duduk perkara Putusan Pengadilan tersebut adalah bahwa Pemohon 

merupakan seorang ayah dari seorang anak perempuan yang berusia 16 

tahun. Sang anak sangat berkeinginan untuk menikahi calon suaminya yang 

berusia 18 tahun. Namun, berdasarkan hukum dan perundang-undangan 

yang berlaku, mereka belum memenuhi persyaratan usia minimum 19 tahun 

yang diperlukan untuk pernikahan yang sah. Oleh karena itu, pernikahan 

mereka tidak dapat dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan 

tidak dapat dicatatkan tanpa adanya Dispensasi Kawin yang harus diberikan 

oleh Pengadilan Agama Kabupaten Dompu. 

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan tersebut adalah bahwa 

meskipun anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, Hakim 

berpendapat bahwa Anak Pemohon dianggap telah dewasa dan mampu 

menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan 

penuh tanggung jawab, sejalan dengan tujuan adanya batasan usia minimal 

dalam pernikahan. Hakim juga mempertimbangkan bahwa Anak Pemohon 

dapat dikategorikan sebagai mukallaf, karena telah mencapai kematangan 

mental dan baligh, sehingga dianggap mampu menjalankan hak dan 

kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dalam konteks ini, 

penundaan pernikahan mereka berpotensi menghadirkan pelanggaran 

terhadap norma agama dan sosial, serta dapat menimbulkan fitnah dan 
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masalah di masa depan. Dukungan dan persetujuan dari orangtua kedua 

calon mempelai juga telah menjadi faktor penting dalam pertimbangan ini, 

bahkan orangtua tersebut telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab 

dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi kedua calon 

mempelai. 

B. Saran 

 
1. Mengingat angka pernikahan usia anak yang kian meningkat setiap 

tahunnya di Dompu maupun di NTB, harus ada upaya bersama berbagai 

pihak untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diingikan yang akan 

dialami oleh anak-anak yang belum memasuki usia pernikahan yaitu 19 

tahun menurut Undang-Undang Pernikahan. 

2. Dispensasi Kawin anak bukanlah solusi yang tepat untuk menjadi jalan 

dalam mengesahkan pernikahan anak-anak. Hal ini perlu disampaikan dan 

disosialisasikan ke seluruh elemen masyarakat karena menempuh jalan 

pernikahan dengan dispensasi pun memiliki banyak resiko yaitu dari segi 

kesehatan, kekerasan, ekonomi, dan tantangan-tantangan hidup bagi kedua 

anak yang akan menikah. 
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